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Praktik Kerja Lapangan bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih 

komprehensif kepada mahasiswa secara nyata mengenai dunia kerja sekaligus 

memberikan kesempatan untuk mengaplikasikan teori. Setiap mahasiswa wajib 

mengikuti program ini. Dengan mengikuti program Praktik Kerja Lapangan, 

mahasiswa diharapkan lebih mengenal, mengetahui, dan berlatih menganalisis 

kondisi lingkungan dunia kerja tersebut. Selain itu, mahasiswa dapat mengetahui apa 

yang sebenarnya dibutuhkan oleh perusahaan pada bidang yang telah dipilih. PKL 

juga merupakan salah satu mata kuliah yang harus dipenuhi dan juga dijadikan 

sebagai salah satu syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan 

dilaksanakan di Instansi Pemerintah yaitu Sekretariat Jenderal DPR RI. Pelaksanaan 

PKL dilakukan selama kurang lebih dua bulan terhitung sejak tanggal 13 Juni 2016 

hingga 12 Agustus 2016. Praktikan ditempatkan di Adminstrasi keuangan pada 

bagian Kas dan Pembukuan Sekretariat Jenderal DPR RI. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

  Mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing di dalam 

dunia kerja merupakan salah satu tuntutan yang harus dilakukan oleh semua 

perguruan tinggi. Banyaknya lulusan dari perguruan tinggi inilah membuat 

persaingan di dalam dunia kerja menjadi semakin ketat. Pengangguran akan 

semakin bertambah apabila perguruan tinggi tersebut tidak dapat menjawab 

tantangan kualitas lulusannya. Ditambah lagi mulai diberlakukannya International 

Financial Report Standar (IFRS) pada tahun 2012 membuat para akuntan lulusan 

terbaru harus mampu dengan segera menyesuaikan diri terhadap standar yang 

berlaku. 

  Para lulusan tidak hanya dituntut untuk lulus berbekal kecerdasan 

intelektual saja, namun harus memiliki kemampuan dasar. Pada umumnya 

mahasiswa hanya diberikan bekal ilmu dan teori selama menempuh pendidikan di 

bangku perkuliahan. Sehingga mereka hanya mendapatkan kemampuan dasar 

berupa pengetahuan (knowlage) dan sikap (attitude), sementara itu keterampilan 

(skill) tidak mereka dapatkan dalam bangku perkuliahan. Untuk memiliki semua 

kemampuan dasar tersebut, mahasiswa perlu melakukan suatu kegiatan yang 

dapat meningkatkan keterampilan . Dan dalam memenuhi tuntutan tersebut maka 

dilakukan kegiatan praktik kerja lapangan pada perusahaan yang sesuai dengan 

yang telah dipelajari dalam bangku perkuliahan. Sehingga diharapkan setelah 
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melakukan kegiatan praktik kerja lapangan, mahasiswa akan memiliki 

keterampilan sesuai dengan bidangnya. 

  PKL merupakan salah satu mata kuliah yang ada dalam kurikulum 

pendidikan universitas termasuk Universitas Negri Jakarta (UNJ) yang bertujuan 

untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif kepada mahasiswa secara 

nyata mengenai dunia kerja sekaligus memberikan kesempatan untuk 

mengaplikasikan teori. Setiap mahasiswa wajib mengikuti program ini. Dengan 

mengikuti program PKL, mahasiswa diharapkan lebih mengenal, mengetahui, dan 

berlatih menganalisis kondisi lingkungan dunia kerja tersebut. Selain itu, 

mahasiswa dapat mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh perusahaan 

pada bidang yang telah dipilih. 

  Dalam melaksanakan salah satu kurikulum pendidikan di Universitas 

Negri Jakarta, praktikan melakukan PKL pada Sekretariat Jenderal DPR RI. 

Praktikan ditempatkan pada bidang Administrasi keuangan lebih tepatnya pada 

bagian Kas dan pembukuan. 

 

B. MAKSUD DAN TUJUAN PKL 

 Maksud dari PKL yang telah dilaksanakan adalah : 

1. Memenuhi syarat kelulusan mata kuliah PKL dan salah satu syarat 

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. 

2. Menambah wawasan tentang lingkungan kerja yang sebenarnya. 

3. Menerapkan ilmu yang telah diajarkan dalam bangku perkuliahan. 

4. Mengasah keterampilan (skill) sesuai bidang ilmu yang dipelajari. 
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Tujuan dari PKL adalah : 

1. Mendapatkan wawasan seputar dunia kerja dalam bidang akuntansi 

pepajakan. 

2. Mendapatkan pengalaman bekerja. 

3. Melatih kedisiplinan dan rasa tanggung jawab mahasiswa terhadap 

pekerjaannya. 

4. Mengenalkan mahasiswa terhadap gambaran dunia kerja yang sebenarnya. 

 

C. KEGUNAAN PKL 

 Adapun kegunaan PKL bagi Praktikan, universitas maupun bagi instansi 

pemerintahan tempat praktikan melaksanakan PKL adalah : 

1. Bagi Mahasiswa (Praktikan) 

a. Melatih praktikan untuk menerapkan ilmu yang telah dipelajari di bidang 

Akuntansi Perpajakan dalam instansi pemerintahan Sekretariat Jenderal 

Dewan Perwakilan Rakyat. 

b. Meningkatkan rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas-tugas dan 

disiplin dalam melaksanakan setiap tugas yang dibeikan oleh pembimbing. 

c. Meningkatkan kemampuan besosialisasi praktikan dengan orang-orang 

yang ada dalam lingkungan kerja. 

2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negri Jakarta 

a. Mendapatkan umpan balik untuk menyempurnakan standar mata kuliah 

yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dalam dunia kerja saat ini. 

b. Sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana kemampuan 

mahasiswa dalam menerapkan ilmu yang telah diberikan pada bangku 
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perkuliahan. 

3. Bagi Sekretariat Jenderal DPR RI  

a. Dapat menjalin hubungan kerjasama yang bermanfaat antara instansi 

dengan pihak Univesitas Negri Jakarta. 

b. Merupakan cara untuk menjalin kerja sama antara instansi dengan 

perguruan tinggi dalam bidang-bidang pendidikan agar  mempermudah 

penyaluran tenaga kerja profesional yang kompeten. 

c. Membina dan mendidik tenaga keja yang terampil dan kompeten sehingga 

dapat membantu instansi dalam mencari sumber daya manusia yang 

sesuai dengan kebutuhannya. 

 

D. TEMPAT PKL 

Pelaksanaan kegiatan PKL dilakukan praktikan pada: 

Nama Instansi  : Sekretariat Jenderal DPR RI 

Alamat   : Gedung Nusantara I Kompleks Gedung  MPR / DPR RI 

  Jl.Gatot Subroto, Senayan Jakarta, 10270 

Telepon  : 021 - 571 5876  

Penempatan PKL : Administrasi Keuangan Bagian Kas dan Pembukuan 

Website  : http://www.dpr.go.id/  

Praktikan melaksanakan kegiatan PKL di Sekretariat Jenderal DPR RI 

karena bidang kerjanya sesuai dengan konsentrasi yang diambil oleh praktikan 

yaitu akuntansi perpajakan. Selama melaksanakan kegiatan PKL praktikan 

mengerjakan tugas-tugas yang berkaitan dengan bidang perpajakan.  

 

http://www.dpr.go.id/
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E. JADWAL DAN WAKTU PKL   

Praktikan melaksanakan kegiatan PKL di Sekretariat Jenderal DPR RI 

selama dua bulan, yaitu dimulai pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sampai 

dengan hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016. Ketentuan jam kerja praktikan sesuai 

dengan jam kerja normal yang berlaku di Sekretariat Jenderal DPR RI yaitu mulai 

dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Jam kerja pada hari Senin sampai 

Jumat pukul 08.00-16.00 WIB. Dikarenakan Bertepatan dengan bulan Ramadhan, 

selama bulan Ramadhan jam kerja yang dilakukan adalah pukul 08.00-15.00 WIB.  

Pelaksanaan kegiatan PKL dibagi dalam 3 tahap, yaitu : 

1. Tahap Persiapan 

Tahap persiapan merupakan tahapan pertama dalam pelaksanaan kegiatan 

PKL. Pada tahapan ini, praktikan membuat surat izin melaksanakan PKL dari 

Univesitas Negri Jakarta untuk diajukuan kepada instansi dimana Praktikan 

melakukan Kegiatan PKL, yaitu Sekretariat Jenderal DPR RI. Pada tanggal 22 

April 2016. Selanjutnya, praktikan mengajukan surat permohonan PKL 

kepada Sekretariat Jenderal DPR RI pada tanggal 28 April 2016 dan 

mendapatkan konfirmasi dari instansi pada tanggal 17 Mei 2016. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan, kegiatan PKL dilaksanakan selama ± dua bulan. 

Kegiatan PKL dilaksanakan mulai hari Senin 13 Juni 2016 sampai dengan hari 

Jumat 12 Agustus 2016. Praktikan menambahkan lima hari kerja untuk 

menyempurnkan kegiatan PKL yang tertunda karena libur hari raya idul fitri 

2016 yang jatuh pada tanggal 4 Juli 2016 sampai dengan 8 Juli 2016. 
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3. Tahap Penulisan Laporan 

Tahapan pembuatan laporan PKL adalah tahapan terakhir dalam Kegiatan 

PKL ini. Pada Tahapan ini, praktikan menyusun laporan dari hasil kegiatan 

PKL selama ± dua bulan berdasarkan data-data yang diperoleh dari peusahaan 

tempat praktikan PKL. Tahapan ini dimulai tanggal 15 Agustus sampai dengan 

laporan kegiatan PKL selesai disusun. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

A. SEJARAH INSTANSI 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah Lembaga tinggi negara dalam 

sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat dan 

memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. DPR memiliki fungsi 

legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPR terdiri atas anggota partai politik 

peserta pemilihan umum, yang dipilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum. Masa 

jabatan anggota DPR adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota 

DPR yang baru mengucapkan sumpah atau janji. 

Sejarah terbentuknya DPR RI secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga 

periode: 

a. Volksraad 

b. Masa perjuangan Kemerdekaan 

c. Dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) 

Pada masa penjajahan Belanda, terdapat lembaga semacam parlemen 

bentukan Penjajah Belanda yang dinamakan Volksraad. Pada tanggal 8 Maret 

1942 Belanda mengakhiri masa penjajahan selama 350 tahun di Indonesia. 

Pergantian penjajahan dari Belanda kepada Jepang mengakibatkan keberadaan 

Volksraad secara otomatis tidak diakui lagi, dan bangsa Indonesia memasuki masa 

perjuangan Kemerdekaan. 
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Sejarah DPR RI dimulai sejak dibentuknya Komite Nasional Indonesia 

Pusat (KNIP) oleh Presiden pada tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian, 

Pasar Baru Jakarta. Tanggal peresmian KNIP  ini (29 agustus 1945) dijadikan 

sebagai hari lahir DPR RI.  

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

merupakan unsur penunjang Dewan Perwakilan Rakyat, yang berkedududukan 

sebagai Kesekretariatan Lembaga Negara yang dipimpin oleh seorang Sekretaris 

Jenderal dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pimpinan 

Dewan Perwakilan Rakyat. 

Sekretaris Jenderal DPR RI dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris Jenderal 

dan beberapa Deputi Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan oleh 

Presiden atas usul Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. Sekretariat Jenderal 

Dewan Perwakilan Rakyat secara administratif dapat mengangkat sejumah 

pakar/ahli sesuai dengan kebutuhan, dan dalam melaksanakan tugasnya 

Sekretariat Jenderal dapat membentuk Tim Asistensi. 

Dalam hal pencapaian suatu tujuan di perlukan suatu perencanaan dan 

tindakan nyata untuk dapat mewujudkannya, dapat di katakan bahwa Visi dan 

Misi adalah suatu perencanaan yang di sertai dengan tindakan sesuai dengan apa 

yang di rencanakan untuk mencapai suatu tujuan. Berikut adalah visi dan Misi 

Sekretariat Jenderal DPR RI :  

1. Visi Sekretariat Jenderal DPR RI  

Memberikan bantuan optimal kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia sesuai dengan tuntutan dan perkembangan lingkungan strategis. 
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2. Misi Sekretariat Jenderal DPR RI 

a. Meningkatkan kualitas bantuan teknis dan administrasi kepada DPR RI. 

b. Meningkatkan kualitas bantuan keahlian dalam Bidang informas, kajian 

dan analisis kepada DPR RI. 

c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang dibuthkan 

untuk menunjang fungsi dan tugas DPR RI. 

 

B. STRUKTUR ORGANISASI 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI 

 

Sumber : Diolah oleh penulis/ dari http://www.dpr.go.id/  

Keterangan: 

  :  Tempat praktikan ditugaskan 

http://www.dpr.go.id/
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Susunan atau bentuk struktur organisasi sangat mempengaruhi kinerja 

pegawai dan merupakan faktor yang penting bagi efektifitas organisasi dalam 

mencapai sasaran, visi dan misi organisasi. Oleh karena itu bentuk struktur 

organisasi ini seringkali harus mengalami perubahan mengiringi tantangan dan 

tujuan organisasi yang dinamis dan cenderung menghadapi masalah ketidak 

pastian, terlebih dengan dimulainya era reformasi yang ditandai dengan turunnya 

Presiden Soeharto sebagai “Presiden era Orde Baru”, tuntutan terhadap peran 

DPR RI terus meningkat. Hal ini tentu terkait dengan kesiapan Sumber Daya 

Manusia. 

Struktur organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI diatur dalam ketentuan 

peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 

1. Peraturan Peresiden Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2005 Tentang 

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

2. Peraturan Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor 400/SEKJEN/2005 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia. 

Bedasarkan peraturan-peraturan tersebut, perubahan yang terjadi dalam 

organisasi cukup luas, menyangkut perubahan paradigma yang semula didasarkan 

atas perbedaan tugas di bidang dukungan yang mencakup teknis, adminstratif, dan 

keahlian, menjadi dukungan yang didasarkan atas tugas pokok dan fungsi DPR RI 

yang mencakup peundang-undangan, anggaran dan pengawasan.  

Sekretariat Jenderal DPR RI mempunyai tugas pokok Memberi bantuan di 

bidang teknis dan administratif kepada DPR RI dalam melaksanakan tugas dan 
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wewenangnya serta menyelenggarakan pembinaan administratif, organisasi, dan 

tata laksana terhadap seluruh unsur lingkungan Sekretariat Jenderal DPR-RI. 

Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretariat Jenderal DPR RI 

menyelenggarakan fungsi : 

1. Membantu menyelenggarakan kegiatan di bidang teknis dan administratif 

persidangan DPR-RI; 

2. Membantu menyelenggarakan kegiatan administrasi keanggotaan Dewan 

Perwakilan Rakyat serta melaksanakan pembinaan organisasi dan 

kepegawaian Sekretariat Jenderal DPR-RI; 

3. Menyelenggarakan kegiatan hubungan masyarakat, keprotokolan dan 

penyelesaian masalah hukum; 

4. Menyelenggarakan urusan di bidang anggaran dan melaksanakan urusan 

keuangan; 

5. Menyelenggarakan urusan kerumahtanggaan dan perjalanan; 

6. Melaksanakan pengelolaan kompleks gedung dan peralatannya; 

7. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan intern.; 

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Jenderal dibantu oleh Wakil 

Sekretaris Jenderal dalam mengkoordinasika pelaksanaan kegiatan Sekretariat 

Jenderal serta kegiatan lain yang ditugaskan Sekretariat Jenderal.  

Sekretariat Jenderal DPR RI terdiri dari:  

a. Deputi Bidang Perundang-undangan 

Deputi Perundang-undangan mempunyai tugas memberikan dukungan 

teknis, adminstratif dan keahlian di bidang perundang-undangan untuk 
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memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI di bidang legislasi. Untuk 

menyelenggarakan tugas tersebut, Deputi Perundang-undangan mempunyai 

fungsi: 

1) Pemberian dukungan teknis, administratif dan keahlian di bidang 

peundang-undangan kepada alat kelengkapan DPR RI yang bertanggung 

jawab di bidang legislagi. 

2) Pemberian saran dan pertimbangan teknis, adminisratif dan keahlian di 

bidang Perundang-undangan kepada alat kelengkapan DPR RI yang 

bertanggung jawab di bidang legislasi. 

b. Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan  

Deputi Anggaran dan Pengawasan Mempunyai Tugas memberikan 

dukungan teknis, administratif dan keahlian di bidang anggaran dan 

pengawasan untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI di 

bidang anggaran dan pengawasan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, 

Deputi Anggaran dan pengawasan mempunyai fungsi: 

1) Pemberian dukungan teknis, adminisratif dan keahlian di bidang anggaran 

dan pengawasan kepada DPR RI. 

2) Pemberian sarana dan pertimbangan teknis, adminisratif dan keahlian di 

bidang anggaran dan pengawasan kepada DPR RI. 

c. Deputi Bidang Persidangan dan Kerjasama Antar Parlemen 

Deputi Bidang Persidangan dan Kerjasama Antar Parlemen mempunyai 

tugas membina dan melaksanakan dukungan teknis dan administratif di 

bidang pesidangan dan kerjasama antar parlemen. Untuk menyelenggarakan 
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tugas, Deputi Bidang Persidangan dan Kerjasama Antar Parlemen mempunyai 

fungsi: 

1) Penyimpanan bahan-bahan persidangan dan kerjasama antar parlemen. 

2) Pelaksanaan pelayanan persidangan DPR RI. 

3) Pelaksanaan pelayanan kerjasama antar parlemen. 

4) Pelaksanaan hubungan masyarakat dan pemberitaan. 

5) Pelaksanaan pelayanan Pimpinan DPR RI. 

d. Deputi Bidang Administrasi 

Deputi Bidang Administrasi mempunyai tugas membina dan 

melaksanakan perencanaan dan pengawasan,  kepegawaian, keuangan, 

perlengkapan dan kerumahtanggaan dilingkungan DPR RI. Untuk 

menyelenggarakan tugas, deputi bidang Administrasi mempunyai fungsi: 

1) Pembinaan perencanaan dan pengawasan, kepegawaian, keuangan, 

perlengkapan, dan kerumahtanggaan di lingkungan DPR RI. 

2) Pelaksanaan urusan perencanaan dan pengawasan, kepegawaian, 

keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan DPR RI. 

Deputi Bidang Administrasi terdiri dari: 

a) Biro Perencanaan dan Pengawasan, mempunyai tugas 

menyelenggarakan penyusunan program dan anggaran DPR RI serta 

kegiatan administrasi Badan Urusan Rumah Tangga. 

b) Biro Keanggotaan dan Kepegawaian, mempunyai tugas 

menyelenggarakan kegatan administrasi keanggotaan Dewan dan 

Kepegawaian Sekretariat Jenderal DPR RI. 
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c) Biro keuangan, mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi 

keuangan DPR RI dan Sekretariat Jenderal. 

d) Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instansi, mempunyai tugas 

menyelenggarakan pemeliharaan gedung, perumahan, wisma dan 

instalasi. 

e) Biro Umum, mempunyai tugas menyelenggarakan perlengkapan, 

perusatan, kendaraan, serta keamanan dan ketertiban. 

 

C. KEGIATAN UMUM 

Kegiatan umum yang dilakukan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesa yaitu : 

1. Memberikan bantuan teknis, administratif dan keahlian kepada DPR.  

2. Melaksanakan kebijakan kerumahtanggaan DPR yang telah ditentukan oleh 

Pimpinan DPR, termasuk kesejahteraan anggota dan pegawai Sekretariat 

Jenderal.  

3. Membantu Pimpinan DPR dalam menyiapkan penyusunan rancangan 

anggaran DPR. 

4. Memberikan penjelasan dan data yang diperlukan oleh BURT (Badan Urusan 

Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat).  

5. Melaksanakan hal lain yang ditugaskan oleh Pimpinan DPR dan melaporkan 

secara tertulis pelaksanaan tugasnya selama Tahun Sidang kepada Badan 

Musyawarah dan BURT (Badan Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan 

Rakyat).  

6. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di 
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penetapan kebijaksanaan teknis pelaksanaan kegiatan Sekretariat Jenderal 

DPR RI. 

7. Pemberian dukungan teknis, administrative dan keahlian dibidang perundang-

undangan, anggaran, dan pengawasan kepada DPR RI. 

8. Pembinaan dan pelaksanaan perencanaan, pengendalian, kepegawaian, 

keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan dilingkungan DPR RI. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

A. BIDANG KERJA 

Selama kegiatan PKL berlangsung, praktikan diberi kesempatan untuk 

belajar tentang dunia kerja pada sektor pemerintahan. Praktikan ditempatkan 

sebagai staf di Biro keuangan, yang merupakan bagian kerja dari Deputi Bidang 

Administrasi Sekretariat Jenderal DPR RI. Sekretariat Jenderal DPR RI terdiri 

dari empat bagian yaitu Deputi Bidang Perundang-undangan, Deputi Bidang 

Anggaran dan Pengawasan, Deputi Bagian Persidangan dan kerjasama Antar 

Paelemen, dan Deputi Bidang Administrasi. Dalam masa praktek praktikan 

ditempatkan pada bagian Kas dan Pembukuan. 

Bidang kerja yang dilakukan praktikan selama PKL yaitu: 

1. Rekapitulasi Perhitungan Penerimaan dan Penyetoran Pajak Langsung 

2. Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 

3. Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 22 

4. Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 23 

5. Rekapitulasi Perhitungan PPN 

6. Merapihkan Dokumen Penerimaan dan Penyetoran GU 

7. Mengajukan surat Tambah Uang Persediaan (TUP) dan Memberikan surat 

kontrak serta faktur pajak untuk dibayarkan. 
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B. PELAKSANAAN KERJA  

Peraktikan melaksanakan PKL di Sekretariat Jensral DPR RI pada tanggal 

13 juni 2016 sampai dengan tanggal 12 agustus 2016. Adapun pekerjaan yang 

dilakukan praktikan pada bagian Kas dan Pembukan di Administrasi Keuangan 

Sekretariat Jenderal DPR RI adalah: 

1. Rekapitulasi Perhitungan Penerimaan dan Penyetoran Pajak Langsung 

Pajak langsung adalah pajak yang dibebankan kepada wajib pajak dan 

tidak dapat dibebankan kepada pihak lain contoh: pajak penghasilan (PPh) 

(Ambarita, Erik Manson. 2009).  

Praktikan melakukan rekapitulasi penerimaan dan penyetoran Pajak 

Langsung. Pada Sekretariat Jenderal DPR RI pajak langsung akan diberikan 

dan dipotong oleh KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) 

berdasarkan permintaan pembayaran yang telah diajukan dan telah diterima 

oleh pihak ke tiga yang bersangkutan. Besaran nominal yang dibayarkan 

dalam permintaan pembayaran dan penyetoran pajak langsung biasanya lebih 

dari Rp,50.000.000.00 dan pajak yang dikenakan dari traksaksi tersebut 

langsung dipotong oleh Negara. Praktikan merekap setiap transaksi yang ada 

pada pajak langsung seperti keterangan dari transaksi tersebut, pajak yang 

dikenakan, nomor dan tanggal SPM (surat perntah membayar), nomor dan 

tanggal SP2D (surat perintah pencairan dana) serta nomor BKU (buku kas 

umum) dari transaksi tersebut. Transaksi yang dilakukan meliputi belanja 

barang, pembayaran belanja pegawai dan pembayaran tunjangan pegawai.  

Berikut ini beberapa tahapan dalam mengerjakan tugas rekapitulasi 
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perhitungan dan penyetoran pajak langsung : 

a. Mencacat nomor buku pada lembar kertas sesuai dengan data yang 

diberikan oleh pembimbing. Nomor buku disesuaikan dengan dengan 

nomer SPM. 

b. Mengisi kolom sesuai dengan nomor dan tanggal SPM. 

c. Mengisi kolom sesuai dengan nomor dan tanggal SP2D. 

d. Mengisi kolom sesuai dengan nomor BKU. 

e. Mengisi kolom sesuai dengan keterangan. 

f. Mengisi kolom sesuai dengan jumlah tagihan. 

g. Mengisi kolom sesuai dengan potongan pajak yang dikenakan dari setiap 

transaksi. 

h. Menyesuaikan total pembayaran yang ada pada lembar kertas dengan 

lembar kerja. 

i. Menyesuaikan jumlah penerimaan dan penyetoran pajak langsung yang 

ada pada lembar kerja dengan hasil yang diberitahukan oleh pembimbing 

setiap kali telah menyelesaikan tugas yang diberikan.  
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Tabel 3.1 Rekapitulasi Perhitungan Penerimaan dan Penyetoran Pajak Langusng. 

 

Sumber : Dikutip dari Sistem Pembukuan Sekjen DPR RI 2016 

 

2. Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 

PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, 

tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun 

sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan 

oleh orang pribadi. Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan (Mardiasmo. 2011, h.168) 

Praktikan bertugas untuk merekap perhitungan PPh 21 yaitu pajak atas 

gaji, upah dan honorium, uang lembur, dan gaji progresif. Pajak atas gaji, upah 

dan honorium yang dihitung oleh praktikan merupakan gaji pegawai tetap 

Sekretariat Jenderal DPR RI selama satu bulan. selain itu ada upah dan 

honorium yang dibayarkan apabila Sekretariat Jenderal DPR RI melakukan 

suatu kegiatan yang mengharuskan untuk membayar upah dan honoium, 



20 
 

misalnya pengadaan rapat dan mendatangkan pembicara dalam rapat tersebut, 

acara kegiatan kesehatan yang mengharuskan mendatangkan dokter baik 

dalam atau pun luar kantor, pengadaan sosialisasi suatu kegiatan yang 

mengharuska untuk mendatangkan narasumber, dan lain-lain. 

Perhitungan potongan PPh 21 atas gaji, upah dan honorium disesuaikan 

dengan golongan jabatan tiap pegawai . ada golongan IV dengan tarif 

potongan 15% dari gaji kotor , golongan III dengan tarif potongan 10% dari 

gaji kotor dan golongan II dengan tarif potongan 0% dari gaji kotor.  

Berikut ini beberapa tahapan dalam mengerjakan tugas rekapitulasi 

perhitungan PPh 21 atas gaji, upah dan honorium :. 

a. Pemberian nomor pada lembar kertas dari transaksi pembayaran gaji yang 

di berikan 

b. Mengisi lembar kerja sesuai dengan lembar kertas untuk nama, jabatan, 

tarif potongan pajak, NPWP dan keterangan lain-lain praktikan dapat 

mengambil dari file yang telah di berikan oleh pembimbing. 

c. Menyesuaikan tarif potongan pajak yang ada pada  lembar kertas dengan 

lembar kerja. 

d. Menyesuaikan hasil PPh 21 yang telah dihitung oleh praktikan dengan 

hasil yang diberikan oleh Pembimbing. apa bila hasil akhir tidak sesuai 

maka praktikan harus memeriksa kembali hingga kesalahan perhitungan 

tesebut dapat diperbaiki dan hasil akhir perhitungan praktikan sesuai 

dengan hasil akhir yang telah di berikan pembimbing.  
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Tabel 3.2 Rekap PPh 21 Gaji, Upah, dan Honorarium 

 

Sumber : Dikutip dari Sistem Pembukuan Sekjen DPR RI 2016 

 

Perhitungan PPh 21 uang lebur merupakan tambahan upah yang 

dibayarkan karena pekerja telah menambah jam kerja dari jam kerja normal yang 

ditentukan. Merekap perhitungan uang lembur dicatat sesuai dengan bagian kerja  

pegawai.  

Berikut ini beberapa tahapan dalam mengerjakan tugas rekapitulasi 

perhitungan PPh 21 uang lembur : 

a. Membuat Sheet pada MrExcel sesuai dengan bagian kerja pegawai. 

b. Mengisi lembar kerja sesuai dengan lembar kertas untuk nama, jabatan, tarif 

potongan pajak, NPWP dan keterangan lain-lain praktikan dapat mengambil 

dari file yang telah di berikan oleh pembimbing. 

c. Menyesuaikan tarif potongan pajak yang ada pada  lembar kertas dengan 

lembar kerja. 
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Tabel 3.3 Rekap PPh 21 Uang Lembur 

 

Sumber : Dikutip dari Sistem Pembukuan Sekjen DPR RI 2016 

 

Perhitungan PPh 21 progresif merupakan gaji untuk pegawai tidak tetap. 

pengenaan tarif potongan pajak untuk pegawai tidak tetap 5% dari DPP (dasar 

pengenaan pajak). 

Berikut ini beberapa tahapan dalam mengerjakan tugas rekapitulasi 

perhitungan PPh 21 progresif : 

a. Mengisi lembar kerja sesuai dengan lembar kertas untuk nama dan keterangan 

lain-lain praktikan dapat mengambil dari file yang telah di berikan oleh 

pembimbing. 

b. Mengisi kolom gaji kotor 

c. Mengisi kolom jumlah DPP 

d. Menghitung jumlah potongan pajak yang dikenakan 
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Tabel 3.4 Rekap PPh 21 Progresif atau PTT ( Pekerja Tidak Tetap) 

 

Sumber : Dikutip dari Sistem Pembukuan Sekjen DPR RI 2016 

    

3. Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 22 

Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh 

bendaharawan pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, 

instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lain, 

berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang; dan badan badan 

tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di 

bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain (Resmi. 2011:271) 

Praktikan bertugas merekap PPh pasal 22, transaksi PPh 22 meliputi 

kegiatan pembayaran belanja pada Sekretariat Jenderal DPR RI seperti 

pembelian cat untuk perawatan gedung, pembelian mobil dinas untuk 

pegawai, pembelian meja untuk kegiatan rapat, dan lain-lain. Tarif potongan 

pajak sebesar 15% dari nilai obyek pajak.  
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Berikut ini beberapa tahapan dalam mengerjakan tugas rekapitulasi 

perhitungan PPh pasal 22 : 

a. Memfotocopy SSP (surat setoran pajak) PPh pasal 22 

b. Mengisi kolom NPWP pada lembar kerja  

c. Mengisi kolom nama Wajib Pajak 

d. Mengisi kolom tanggal SPM 

e. Mengisi kolom Nilai Obyek Pajak 

f. Mengisi kolom nomor BKU 

g. Memeriksa hasil potongan pajak yang dikenasan pada lembar kerja dengan 

lembar kertas 

 

Tabel 3.5 Rekap PPh pasal 22  

 

Sumber : Dikutip dari Sistem Pembukuan Sekjen DPR RI 2016 
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4.  Rekapitulasi Perhitungan PPh 23 

Penghasilan Pasal 23 adalah mereka  yang dikenakan pemotongan Pajak  

Penghasilan Pasal 23, Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap 

yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan 

selain yang  telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, yang 

dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak Dalam 

Negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan 

perusahaan luar negeri lainnya (Waluyo, 2010:273) 

Praktikan bertugas merekap PPh pasal 23 yang sebagian besar transaksi 

dari pembayaran atas jasa yang dilakukan seperti catering untuk menyuguhkan 

makanan pada setiap kegiatan, iklan baik media cetak, televisi dan online yang 

termasuk dalam kegiatan Sekretariat Jenderal DPR RI, pengadaan 

pengamanan, dan lain-lainnya. Tarif potongan Pajak yang di kenakan 2% dari 

nilai obyek pajak. 

Berikut ini beberapa tahapan dalam mengerjakan tugas rekapitulasi 

perhitungan PPh pasal 23 : 

a. Memfotocopy SSP PPh pasal 23 

b. Mengisi kolom NPWP dan nama wajib pajak berdasarkan nomor BKU dan 

dapat di ambil pada file PPh 22 atau PPN 

c. Mengisi kolom tanggal SPM 

d. Mengisi kolom Nilai Obyek Pajak 

e. Mengisi kolom nomor BKU 

f. Memeriksa hasil potongan pajak yang dikenakan 
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Tabel 3.6 Rekap PPh 23 

 

Sumber : Dikutip dari Sistem Pembukuan Sekjen DPR RI 2016 

 

5. Rekapitulasi Perhitungan PPN 

PPN (pajak pertambahan nilai) adalah pengenaan  pajak atas pengeluaran 

untuk konsumsi baik yang dilakukan perseorangan maupun badan baik baik 

badan swasta maupun badan pemerintah dalam bentuk belanja barang atau 

jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara (Sukardji.2000 :22) 

Praktikan bertugas merekap PPN, Pencatatan dan penghitungan PPN di 

dapat dari pajak pertambahan nilai PPh 22 dan PPh 23. Tarif potongan pajak 

atau DPP (dasar pengenaan pajak)  yang dikenakan 10% dari PPN. 

Berikut ini beberapa tahapan dalam mengerjakan tugas rekapitulasi 

perhitungan PPN : 

a. Memfotocopy SSP PPN 

b. Mengisi kolom Nama Rekan 
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c. Mengisi kolom NPWP rekan 

d. Mengisi kolom PPN 

e. Mengisi kolom BKU  

f. Menyesuaikan hasil DPP yang ada pada lembar kerja dengan lembar 

kertas. 

 

Berikut ini PPN yang potongan Pajaknya di pungut oleh KPPN. PPN ini di 

dapat dari transaksi Pajak langsung karna penerimaan dan penyetoran 

pajaknya dari KPPN. 

 

Tabel 3.7 Rekap PPN dipotong oleh KPPN 

 

Sumber : Dikutip dari Sistem Pembukuan Sekjen DPR RI 2016 
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Berikut ini PPN yang potongan pajaknya di pungut oleh bendahara 

pengeluaran. PPN ini di dapat dari transaksi pajak GU karena penerimaan dan 

penyetoran pajaknya dari Bendahara pengeluaran yang ada pada bagian kas dan 

pembukuan.  

Tabel 3.8 Rekap PPN dipotong oleh bendahara 

 

Sumber : Dikutip dari Sistem Pembukuan Sekjen DPR RI 2016 

 

6. Merapihkan Dokumen Penerimaan dan Penyetoran GU 

Selain merekap pajak praktikan membantu pembimbing untuk merapihkan 

dokumen-dokumen penerimaan dan penyetoran pajak GU. Pajak GU 

merupakan pajak ganti uang atau pajak tidak langsung. Pajak yang beban 

pajaknya dapat dialihkan kepada pihak lain sepetri PPN (Ambarita, Erik 

Manson. 2009). Jika pajak langsung pembayarannya langsung dibayarkan 

kepada pihak ketiga maka berbeda dengan GU yang pembayarannya melalui 

bagian Bendahara Keuangan. Nominal permintaan pembayaran pajak GU 
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biasanya kurang dari Rp. 50.000.000,00 jadi pemintaan pembayaran tersebut 

dikumpulkan terlebih dahulu di Bendahara sampai permintaan pembayaran 

mencapai lebih dari 50.000.000,00. Jika permintaan pembayaran tersebut 

sudah lebih dari nominal yang di tentukan maka Bendahara akan mengajukan 

permintaan uang ke KPPN untuk pencairan uang. Lalu Bendahara akan 

bembayarkan permintaan pembayaran secara cash atau via Bank. Selain itu 

jika pajak langsung pembayaran pajaknya langsung di potong oleh negara 

maka GU pajaknya dipotong oleh bendahara jadi dari tiap transaksi tersebut 

bendahara akan menghitung pajak yang dpotong dan nantinya Bendahara yang 

membayarkan potongan pajak tersebut.  

Berikut ini beberapa tahapan dalam merapihkan dokumen penerimaan dan 

penyetoran pajak GU: 

a. SSP pajak GU yang telah difotocopy dan telah di catat datanya akan di 

taruh di file untuk diambil oleh pihak yang membutuhkan data tersebut.  

b. Untuk data yang asli akan di simpan dan di kelompokan sehingga menjadi 

dokumen-dokumen 

c. Dokumen-dokumen tersebut akan menjadi arsip untuk pemeriksaan di 

akhir tahun. 

 

7. Mengajukan surat Tambah Uang Persediaan (TUP) dan Memberikan surat 

kontrak serta faktur pajak untuk dibayarkan. 

Praktikan diberi kesempatan untuk mengetahui bagaimana pengajuan 

pembayaran pajak langsung dan pengajuan surat untuk tambahan uang 
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pesediaan. Pengajuan surat atau dokumen dibawa ke kantor KPPN. Disana 

surat dan dokumen diperiksa kelengkapan dan kebenaran sesuai dengan data 

softcopy yang dibawa. Jika didalam dokumen tersebut ada kekurangan atau 

kesalahaan dalam pencataan maka dokumen tersebut tidak dapat disetujui. 

Sehingga permintaan pembayaran belum dapat dibayarkan. Selain itu ada juga 

batasan waktu untuk permohonan pembayaran. Jika dokumen permohonan 

yang di ajukan melebihi waktu tujuh hari maka permohonan itu akan di tolak 

sehingga harus membuat kembali surat permohonan pembayaran. 

 

C. KENDALA  

Selama menjalani masa PKL, kendala yang dihadapi oleh praktikan 

adalah: 

1. Dalam merekap penerimaan dan penyetoran pajak langsung kendala yang 

dihadapi oleh praktikan yaitu praktikan harus teliti dalam memasukan data, 

terutama pengisian tarif potongan pajak yang dikenakan. Selain itu tidak boleh 

terjadi kesalahan dalam pemberian nomor BKU pada lembar kertas karna 

nomor BKU sangat lah penting. 

2. Dalam merekap PPh pasal 21 kendala yang dihadapi oleh peraktikan yaitu 

sistem yang digunakan masih manual menggunakan Mr.Excel sedangkan 

jumlah karyawan yang banyak dan teransaksi yang banyak membuat data 

yang harus dihitung sangat menumpuk. Banyaknya data tidak diimbangi 

dengan sistem yang baik untuk memudahkan pekerjaan dan meminimalkan 

kesalahan.  
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3. Dalam merekap PPh pasal 22 praktikan harus benar dalam mengisi kolom 

obyek pajak karna jika dalam pengisian kolom tidak benar akan berpengauh 

pada tarif potongan pajak yang di kenakan.  

4. Dalam merekap PPh pasal 23 kendala yang dihadapi oleh praktikan adalah 

mengisi kolom NPWP dan nama Wajib Pajak berdasarkan nomor BKU karena 

pada lembar kertas SSP NPWP dan nama Wajib Pajak yang tertulis adalah 

milik bendahara pengeluaran DPR RI. Sehingga praktikan harus menggunakan 

nomor BKU pada file PPh pasal 22 atau PPN untuk mengisi kolom NPWP dan 

nama Wajib Pajak pada lembar kerja. 

5. Dalam merekap PPN kendala yang di hadapi oleh praktikan adalah lembar 

kerja yang terbagi dua untuk yang dibayarkan oleh KPPN dan yang di 

bayarkan oleh Bendahara pengeluaran sehingga sedikit menyulitkan praktikan 

karna format kolom yang kurang dimengerti oleh praktikan. 

 

 

D. PEMECAHAN MASALAH 

Dari kendala yang telah disebutkan, maka praktikan sebisa mungkin 

berusaha untuk mengatasinya. Usaha yang dilakukan praktikan adalah: 

1. Praktikan harus teliti dalam menuliskan nomor BKU bahkan pemeriksaan 

ulang saat penulisan akan memperkecil terjadinya kesalahan. Selain itu jika 

terjadi kesalahan yang kurang di mengerti oleh praktikan lebih baik bertanya 

kepada pembimbing dibandingkan dengan mengira-ngira untuk memperbaiki 

kesalahan yang terjadi. 
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2. Praktikan harus teliti dalam memberikan nomor di kertas agar tidak terjadi 

kesalahan untuk memudahkan Praktikan mencatat data-data tersebut, lalu 

praktikan harus menghitung kembali dan menyesuaikan jumlah potongan 

setiap satu lembar kerta kerja agar tidak terjadi selisih pada akhir penjumlahan 

dan apabila terjadi kesalahan praktikan dapat mengkoreksi kesalahan dengan 

menyesuaikan pada kelompok lembar kerja. 

3. Pemeriksaan kembali setiap kali praktikan menghitung tarif potongan pajak 

agar tidak terjadi kesalahan. Selain itu mengisi kolom BKU sangat penting 

untuk mempermudah mencari transaksi jika di perlukan.  

4. Praktikan harus selalu teliti dalam menulis nomor BKU karna akan 

mempermudah Praktikan untuk mengerjakan tugas yang di kerjakan. 

5. Praktikan harus bertanya kepada pembimbing untuk belajar membuat format 

kolom sehingga setiap kali merekap PPn, Praktikan bisa membuat format 

kolom tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

BAB IV 

KESIMPULAN 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan kegiatan PKL pada Sekretariat Jenderal DPR RI selama dua 

bulan, paktikan mendapatkan kesimpulan bahwa: 

1. Praktik Kerja Lapangan telah memberikan banyak manfaat dan 

memberikan ilmu bagi beberapa pihak, yaitu mahasiswa sebagai 

praktikan, univrsitas sebagai lembaga pendidikan, dan Sekretariar 

Jenderal DPR RI sebagai Instansi terkait. 

2. Praktik Kerja Lapangan ini memberikan peluang kerja bagi mahasiswa.  

3. Selama pelaksanaan kegiatan PKL, Praktikan mendapatkan pengalaman 

dalam membantu untuk merekapitulasi perhitungan penerimaan dan 

penyetoran pajak langsung, Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21, PPh 

Pasal 22, PPh Pasal 23, PPN, Merapihkan Dokumen Penerimaan dan 

Penyetoran GU dan Mengajukan surat Tambah Uang Persediaan (TUP) 

dan Memberikan surat kontrak serta faktur pajak untuk dibayarkan. 

4. Praktkan telah memahami situasi dalam dunia kerja yang sesungguhnya 

pada saat melakukan PKL, pekerjaan yang diberikan tidak selalu sesuai 

dengan ilmu teori yang dipelajari pada bangku perkuliahan. 

5. Dalam melakukan PKL, praktikan memahami akan pentingnya tepat 

waktu saat mengerjakan tugas yang deadline, optimis bahwa Praktkan 

dapat mengerjakan pekerjaan dengan baik, komitmen, disiplin dengan 

waktu, dan bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam 
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setiap bidang yang ada pada instansi. Namun tidak hanya ilmu yan 

diperlukan didalam dunia kerja, namun softskill seperti kemampuan 

berkomunikasi yang baik sangat diperlukan, karena sangat membantu 

dalam melaksanakan semua pekerjaan maupun dalam menjalin hubungan 

sosial yang baik antara rekan kerja pada instansi tersebut.  

 

B. SARAN-SARAN 

Dalam melaksanakan PKL pada instansi tersebut, praktikan menyadari bahwa 

terdapat kelebihan maupun kekurangan selama pelaksanaan. Beberapa saran yang 

dapat Praktikan berikan agar manfaat dan tujuan PKL dapat terujud dengan baik 

antara lain: 

1. Bagi Mahasiswa atau Praktikan selanjutnya 

a. Pada masa praktikan melaksanakan PKL, sebaiknya praktikan tidak 

boleh merasa kurang prcaya diri dan praktikan tidak boleh segan-segan 

untuk selalu bertanya kepada karyawan lain atau pembimbing, hal ini 

dilakukan agar praktikan tahu pekerjaan dibagian lainnya dan informasi 

yang didapat praktian dapat dijadikan ilmu untuk kedepannya.  

b. Bagi mahasiswa yang akan melakukan PKL, selain berbekal informasi 

tentang instansi atau perusahaan juga diharapkan untuk terus 

mngembangkan kemampuan dan keahliannya pada bidang akuntansi 

selama masa perkuliahan. Sehingga pada saat mahasiswa tersebut mulai 

merasakan Praktik Kerja Lapangan, mahasiswa tersebut memiliki bekal 

ilmu yang memadai sehingga dapat membantu mempermudah pada saat 
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mengerjakan tugas-tugas ditempat praktikan magang. 

2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negri Jakarta 

a. Pihak Universitas dapat memberikan pembekalan secara ilmu dan sikap 

kepada setiap mahasiswa yang akan melaksanakan program PKL atau 

magang. Hal ini akan memberikan banyak manfaat kepada para 

mahasiswa yang akan memulai pelaksanaan PKL agar ara mahasiswa 

dapat memulai praktik atau magang secara optimal 

b. Pihak Universitas harus menjalin hubungan baik dengan instansi-instansi 

atau perusahaan agar pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dapat 

terlaksana dengan baik 

3. Bagi Perusahaan atau Instansi 

a. Perusahaan  atau Instansi diharapkan untuk selalu menjaga kualitas hasil 

pekerjaan dan selalu membimbing praktikan dalam proses pekerjaan agar 

pekerjaan selesai dengan baik dari segi ketepatan dalam penyelesaian 

tugas-tugas. 

b. Peusahaan atau Instansi harusnya menempatkan mahasiswa praktik atau 

magang dengan bidang akademik yang dipelajari pada bangku 

perkuliahan. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa dapat maksimal dalam 

mempraktikan ilmu yang didapatnya selama di bangku perkuliahan. 

c. Kemampuan untuk memahami bidang kerja yang dikerjakan dan 

memberitahu kepada praktikan akan resiko yang terjadi apabila terjadi 

kesalahan, hal ini dilakukan agar praktkan ebih teliti dalam mengerjakan 

pekerjanaannya. 
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Lampian 1  

Surat Permohonan PKL 
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Lampiran 2 

Surat Perizinan PKL 
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Lampiran 3 

Surat Keterangan Selesai PKL 

 

 

 



 

41 
 

Lampiran 4 

Sertifikat PKL 
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Lampiran 5 

Lembar Penilaian PKL 
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Lampiran 6 

Daftar Hadir PKL 
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Lampiran 7 

Log Harian PKL 
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Lampiran 8 

Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

50 
 

 

Lampiran 9 

Rekapitulasi Perhitungan Penerimaan dan Penyetoran Pajak Langsung 
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Lampiran 10 

Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 
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Lampiran 11 

Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 22 
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Lampiran 12 

Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 23 
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Lampiran 13 

Rekapitulasi Perhitungan PPN 
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Lampiran 14 

Kartu Konsultasi Pembimbing penulisan PKL 
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